
Menimbang 

engingat 

BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 0 TAHUN 2017 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018-2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

: a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan 
tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola 
Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, efektif, 
demokratis dan terpercaya dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, 
terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan 
sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka 
perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, 
mendukung dan selaras dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang 
Tahun 2018-2022; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang ... 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4393); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuB;j 
Indonesia Tahun 201~ Nomor 244, Tambaa, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rer tblil Indonesia Nomor 5679); pu 1 

11. Peraturan ... 
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12. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan , 
Lembaran Negara Republik Nomor 5887); 

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi.rokrasi Nomor 37 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 
Birokrasi; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pemba.ngunan Jangka Panjang 
Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Rencana Pemba.ngunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016- 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 
2018-2022. 

BAB I ... 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang; 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sintang. 
5. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah 

rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi alat 
bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 
penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi. 

000630 BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah 
agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, 
terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

R oad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang 
disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 
b. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

c. BAB III ... 

' 



/ 

. 000631 
c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

DAERAH 
d. BAB IV MONITORING DAN EV ALUASI 
e. BAB V PENUTUP 

Pasal 5 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

( 1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di lingk:ungan Pemerintah Daerah dilaksanakan 
oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Sintang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setiap tahun yang antara lain 
menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/ atau 
belum cuk:up diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI ... 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 43 esember 201 7 

\AROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal ( Desember 201 7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

ft., 
YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR &0 


